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ABSTRACT 
The government is always 
required to advance public welfare. 
To develop this obligation the 
government has an obligation to 
provide the needs of the people in 
various forms both in the form of 
goods and services in carrying out 
government activities. The 
government in carrying out its 
function as a builder of facilities and 
infrastructure or public infrastructure 
and as a provider in this case as a 
provider of needs for the people, 
requires the private sector as a 
supplier of goods and services to the 
government. Related to this matter 
there is a legal relationship between 
the government as a user with the 
private sector as a provider that is 
arranged in the form of a contract. 
The writing of this Law aims to find 
out the validity of the Contract Law 
the Lump Sum in the procurement of 
government goods and services is 
reviewed from Contract Law and to 
find out the legal status of the 
implementation of the addendum 
against the Lump Sum Contract that 
has been running. 
This type of research is a 
normative legal research with the 
approach of Act and conceptual. 
Using primary, secondary and non-
legal sources of legal material. then 
the legal material is processed in a 
deductive way and then draws it into 
a more specific conclusion and is 
arranged systematically. 
The results of the study that 
the validity of the Lump Sum 
Contract procurement of government 
goods and services in terms of 
Contract Law is an essential 
(important, core, or principal) 
requirement  in a Contract. Legal 
status of the implementation of the 
addendum to the Lump Sum 
Contract those who have been 
running in the implementation phase 
are considered still valid as long as 
the volume and Contract priceare not 
change. The volume can only be 
changed or corrected when the 
evaluation phase Working Group or 
Procurement Committee because 
there is an error without changing the 
value of the offer. 
Keywords: Lump Sum Contract, 
Procurement of goods and services, 
Government 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Alasan Pemilihan Judul 
Pemerintah senantiasa 
dituntut untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Untuk 
mengembangkan kewajiban ini, 
pemerintah mempunyai 
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kewajiban menyediakan 
kebutuhan rakyat dalam berbagai 
bentuk baik berupa barang dan 
jasa itu dalam melaksanakan 
kegiatan pemerintahan. 
Pemerintah dalam 
menjalankan fungsinya sebagai 
pembangun sarana dan prasarana 
atau infrastruktur publik maupun 
sebagai penyedia dalam hal ini 
sebagai penyedia kebutuhan bagi 
rakyatnya, memerlukan sektor 
swasta sebagai pemasok barang 
dan jasa bagi pemerintah. Terkait 
dengan hal ini maka terjadi 
hubungan hukum antara 
pemerintah sebagai pihak 
pengguna dengan pihak swasta 
sebagai pihak penyedia yang 
disusun dalam bentuk kontrak. 
“Menurut Pasal 1 angka 1 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah (Perpres 54 
Tahun 2010) menerangkan secara 
lebih jelas, bahwa PBJP 
merupakan kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa oleh 
kementerian/lembaga/satuan 
kerja perangkat daerah/institusi 
(selanjutnya disebut K/L/D/I) 
lainnya yang diproses nya 
dimulai dari perencanaan 
kebutuhan sampai 
diselesaikannya seluruh kegiatan 
untuk memperoleh barang/jasa”.1 
“Berdasarkan sistem 
Hukum Perdata 
Indonesia, perikatan 
dapat timbul dari dua hal, 
yaitu pertama dari 
                                                          
1  Khalid Mustafa. Konsolidasi Perpres 
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 
Pengadaan Barang atau Jasa 
Pemerintah. Jakarta : PT. Grafika Wangi 
Kalimantan. Hlm. 17.  
perjanjian atau 
kesepakatan para pihak 
dan kedua yaitu yang 
timbulnya karena 
undang–undang.Perikatan 
diartikan sebagai 
perhubungan hukum 
antara dua orang atau dua 
pihak, berdasarkan mana 
satu pihak yang berhak 
menuntut sesuatu hal dari 
pihak lain (pemenuhan 
prestasi) dan pihak yang 
lain berkewajiban untuk 
memenuhi tuntutan itu 
(kontra prestasi).”2 
 
“Menurut Subekti, suatu 
perjanjian adalah suatu 
peristiwa manakala 
seseorang berjanji kepada 
orang lain atau ketika dua 
orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan 
sesuatu hal.sedangkan 
menurut pasal 1313 
KUHPerdata, perjanjian 
adalah suatu perbuatan 
ketika satu orang atau 
lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu 
orang atau lebih. Menurut 
bentuknya,janji dapat 
berbentuk lisan maupun 
tulisan. Perjanjian dalam 
bentuk tulisan. Perjanjian 
dalam bentuk tertulis 
disebut kontrak. Jadi 
kontrak mempuyai 
cakupan yang lebih 
                                                          
2  Mariam Daruz Badrulzaman, 2001. 
Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : 
Citra Aditya Bakti. Hlm.11. 
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sempit lagi daripada 
perjanjian.”3 
 
Hukum perjanjian atau 
kontrak merupakan terjemahan 
dari bahasa Inggris yaitu contract 
law. Suatu perjanjian adalah 
suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji kepada seorang lain atau 
dimana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal . Dari peristiwa ini, 
timbullah suatu hubungan antara 
dua orang tersebut yang 
dinamakan perikatan. Dengan 
demikian perjanjian itu 
menerbitkan suatu perikatan 
antara dua orang yang 
membuatnya. Dalam bentuknya, 
perjanjian itu berupa suatu 
rangkaian perkataan yang 
mengandung janji-janji atau 
kesanggupan yang diucapkan 
atau ditulis. 
Perikatan adalah suatu 
perhubungan hukum antara dua 
orang atau dua pihak, 
berdasarkan yang mana pihak 
yang satu berhak menuntut 
sesuatu hal dari pihak yang lain, 
dan pihak yang lain berkewajiban 
untuk memenuhi tuntutan itu. 
Maka hubungan hukum antara 
perikatan dan perjanjian adalah 
bahwa perjanjian itu menerbitkan 
perikatan. Perjanjian adalah 
sumber perikatan. Hubungan 
hukum adalah hubungan yang 
menimbulkan akibat hukum. 
Akibat hukum disebabkan karena 
timbulnya hak dan kewajiban, 
dimana hak merupakan suatu 
                                                          
3  Nur Syarifah dan Reghi Perdana.2015. 
Hukum Perjanjian. Tanggerang Selatan : 
UniversitasTerbuka. Hlm.15. 
kenikmatan, sedangkan 
kewajiban merupakan beban. 
Kontrak lump sum 
merupakan jenis kontrak yang 
lazim digunakan dalam 
pengadaan barang dan jasa di 
Indonesia. Pelaku proyek sangat 
mengenal jenis kontrak ini. Tapi 
mereka hanya sebatas cukup 
mengenal saja. Banyak kejadian 
dan pendapat yang lucu serta 
aneh muncul ketika terjadi 
perselisihan pada proyek kontrak 
lump sum. 
Para pelaku proyek 
dengan gaya bebas tanpa 
mempertimbangkan aspek lain 
dalam mempersepsikan kata 
“fixed price” dan kalimat yang 
tertera pada definisi lump sum 
yaitu “segala risiko ditanggung 
oleh Penyedia Jasa”.  Persepsi 
bebas mengenai “fixed price” 
diasumsikan bahwa harga tidak 
boleh diubah sama sekali walau 
apapun yang terjadi. Sedangkan 
untuk kalimat “segala risiko 
ditanggung oleh Penyedia Jasa” 
dipersepsikan lainnya bahwa 
segala risiko apapun itu termasuk 
terjadi perubahan atas permintaan 
Pemberi Tugas atau 
penyempurnaan design agar 
bangunan berfungsi lebih handal, 
menjadi tanggung jawab 
Penyedia Jasa. 
Perselisihan mengenai 
kontrak lump sum tidak berhenti 
sampai di situ. Ada panitia lelang 
yang dengan mantap mengatakan  
bahwa dalam kontrak lump sum 
hanya boleh pekerjaan kurang 
dan tidak boleh ada pekerjaan 
tambah. agar para pihak pembuat 
kebijakan betul-betul sadar 
dengan kondisi pemahaman 
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kontrak di antara para pelaku 
proyek di Indonesia masih rancu. 
Sampai ada kejadian 
perbedaan pendapat 
berkepanjangan antara kontraktor 
dan Tim Peneliti Kontrak 
mengenai definisi dan aplikasi 
kontrak lump sum atas suatu 
variation order (pekerjaan 
tambah-kurang). 
Penulis mencoba untuk 
lebih detil dan rinci mencarikan 
referensi mengenai kontrak lump 
sum dalam rangka berusaha 
mendapatkan dan 
menginformasikan segala hal 
mengenai kontrak tersebut yang 
benar, referensi-referensi tersebut 
lalu diterjemahkan dan 
dikelompokkan dalam tiga 
kelompok yaitu definisi dan 
kondisi kontrak lump 
sum,  proses lelangnya, dan 
aplikasi pelaksanaannya. 
Kontrak Lump Sum 
merupakan jenis kontrak 
berdasarkan aspek perhitungan 
biaya yang merupakan bagian 
dari jenis kontrak fixed priced 
contract dimana terdiri atas dua 
yaitu fixed price lump sum 
contract dan fixed priced unit 
rate contract. Lump sum adalah 
kontrak jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan yang 
ditawarkan sesuai dengan 
persyaratan yang disepakati 
(gambar konstruksi, spesifikasi, 
schedule, dan semua persyaratan 
dalam dokumen lainnya) dalam 
jangka waktu tertentu dengan 
jumlah harga yang pasti, tertentu 
dan tetap disetujui secara tertulis 
sebelum pekerjaan dimulai. 
Pemberi tugas setuju membayar 
harga atas penyelesaian 
pekerjaan berdasarkan cara 
pembayaran yang telah 
dinegosiasikan. 
Semua risiko yang 
mungkin terjadi dalam proses 
penyelesaian pekerjaan yang 
sepenuhnya ditanggung oleh 
Penyedia Jasa (risiko yang cukup 
besar) sepanjang gambar dan 
spesifikasi tidak berubah. 
Kontrak ini memberikan 
perlindungan maksimum kepada 
owner pada biaya total proyek. 
Risiko biaya bagi pengguna jasa 
minimal (kecil) memberi cukup 
pengawasan atas pelaksanaan dan 
pengikatan. Resiko keuangan 
yang rendah di Pemberi Tugas 
dan tingkat investasi yang 
dibutuhkan dapat ditentukan 
sejak awal. Secara umum 
digunakan pada metode 
pengadaan proyek design and 
build dan sering digunakan pada 
kontrak engineering. 
Proses Lelang dalam 
lingkup pekerjaan sebelum lelang 
harus jelas dan spesifikasi yang 
lengkap sangat penting. Untuk itu 
mensyaratkan waktu yang 
panjang untuk persiapan 
penawaran. Jika lingkup dan 
spesifikasi kurang jelas dan detil, 
sangat disarankan untuk tidak 
menggunakan jenis kontrak lump 
sum, kecuali jika undangan 
penawaran telah disampaikan 
kepada rekanan. 
Penyedia jasa harus 
menambahkan sejumlah biaya 
untuk menutupi risiko-risiko 
kenaikan biaya/harga-harga. 
Dalam memperkirakan biaya 
pekerjaan kontrak harga pasti, 
penyedia jasa mengajukan 
penawaran dengan 
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mempertimbangkan kondisi 
terburuk yang mungkin 
mempengaruhi biaya. Biasanya 
pengguna jasa membayar harga-
harga pasti yang mengarah pada 
tingkatan-tingkatan maksimum 
biaya yang diantisipasi tidak 
pandang apakah biaya 
maksimum ini benar terjadi atau 
tidak. Kontraktor 
mengasumsikan suatu risiko yang 
tinggi. Jumlah harga akan 
bertambah dikarenakan penilaian 
risiko oleh pemborong. Profit 
yang ditargetkan penyedia jasa 
adalah sekitar 6-12% dari biaya 
proyek. 
Terjadi 
pembetulan/pembenaran 
perhitungan perincian harga 
penawaran, karena adanya 
kesalahan aritmatik maka harga 
penawaran total tidak boleh 
diubah. Perubahan hanya 
dilakukan pada salah satu atau 
volume atau harga satuan, dan 
semua risiko akibat perubahan 
karena adanya koreksi aritmatik 
menjadi tanggung jawab 
sepenuhnya Penyedia Jasa, 
selanjutnya harga penawaran 
menjadi harga kontrak/harga 
pekerjaan. 
Volume pekerjaan yang 
tercantum dalam kontrak tidak 
boleh diukur ulang. Harga ini 
tetap tidak berubah selama 
berlakunya kontrak dan tidak 
dapat diubah kecuali karena 
perubahan lingkup pekerjaan atau 
kondisi pelaksanaan dan perintah 
tambahan dari pengguna jasa. 
Permintaan perubahan oleh 
owner atau wakilnya atau atas 
kebutuhan kontrak setelah 
penentuan pemenang berakibat 
kesulitan dan tambahan biaya. 
Perubahan hanya jika ada 
instruksi variasi atau terjadi 
kejadian yang menyebabkan 
munculnya hak untuk tambahan 
pembayaran. 
Penyedia jasa biasanya 
tidak akan membayar kenaikan 
biaya untuk harga-harga yang 
meningkat jika tidak ada pasal 
yang mengatur mengenai 
kenaikan harga dalam kontrak. 
Kontrak ini memungkinkan 
diberikan insentif apabila 
kontraktor dapat memenuhi 
target obyektif proyek seperti 
target proyek. 
Kontraktor bebas 
menggunakan metode dan 
sumber daya apapun dalam 
menyelesaikan 
pekerjaan.Kontrak ini 
memberikan keuntungan yang 
lebih tinggi kepada kontraktor 
atas performa yang tinggi. 
Kontrak lump sum 
merupakan jenis kontrak yang 
lazim digunakan dalam 
pengadaan barang dan jasa di 
Indonesia. Kontrak lump sum 
adalah kontrak pengadaan barang 
atau jasa untuk penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas 
waktu tertentu, dengan jumlah 
harga kontrak yang pasti dan 
tetap, serta semua resiko yang 
mungkin terjadi dalam 
pelaksanaan pekerjaan 
sepenuhnya ditanggung oleh 
penyedia barang atau jasa atau 
kontraktor pelaksana. 
Berdasarkan latar belakang di 
atas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih dalam 
mengenai “keabsahan tentang 
kontrak lump sum dalam 
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pengadaan barang/jasa 
pemerintah ditinjau dari hukum 
kontrak” sebagai judul skripsi. 
B. Perumusan dan Pembatasan 
Masalah 
Sebenarnya untuk 
klasifikasi masalah yang 
berhubungan dengan kontrak 
lump sum ini cukup banyak, akan 
tetapi untuk mempermudah 
dalam penulisan ini diperlukan 
adanya rumusan dan pembatasan 
terhadap masalah, hal ini agar 
dalam pembahasan masalah akan 
lebih terarah sehingga mudah 
dimengerti. 
Adapun perumusan dan 
pembatasan masalah tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana keabsahan hukum 
kontrak lump sum dalam 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah ditinjau dari 
hukum kontrak ? 
2. Bagaimana status hukum 
pelaksanaan addendum 
terhadap kontrak lump sum 
yang sudah berjalan ? 
BAB II 
KERANGKA TEORITIS 
A. Penjelasan Tentang Teori 
Teori adalah serangkaian 
bagian atau variabel, definisi, dan 
dalil yang saling berhubungan 
yang menghadirkan sebuah 
pandangan sistematis mengenai 
fenomena dengan menentukan 
hubungan antar variabel, dengan 
menentukan hubungan antar 
variabel, dengan maksud 
menjelaskan fenomena alamiah.4. 
Adapun teori yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu teori 
                                                          
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Teori. 
hukum tanggung jawab teori 
hukum tanggungjawab.  
Teori hukum umum 
menyatakan bahwa setiap orang, 
termasuk pemerintah, harus 
mempertangungjawabkan setiap 
tindakannya, baik karena 
kesalahan atau tanpa kesalahan. 
Dari teori hukum umum, 
munculah tanggungjawab hukum 
berupa tanggungjawab pidana, 
tanggungjawab perdata, dan 
tanggungjawab administrasi.5 
Terdapat dua istilah yang 
menunjuk pada 
pertanggungjawaban, yaitu 
liability dan responsibility. 
Liability (kewajiban) merupakan 
istilah hukum yang luas yang 
menunjuk hampir semua karakter 
risiko atau tanggung jawab, yang 
pasti, yang bergantung atau yang 
mungkin meliputi semua karakter 
hak dan kewajiban secara aktual 
atau potensial seperti kerugian, 
ancaman, kejahatan, biaya atau 
kondisi yang menciptakan tugas 
untuk melaksanakan undang-
undang. Responsibility (tanggung 
jawab) berarti hal yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas 
suatu kewajiban, dan termasuk 
putusan, keterampilan, 
kemampuan dan kecakapan 
meliputi juga kewajiban 
bertanggung jawab atas undang-
undang yang dilaksanakan 
Konsep 
pertanggungjawaban hukum 
berhubungan dengan 
pertanggungjawaban secara 
hukum atas tindakan yang 
dilakukan oleh seseorang atau 
                                                          
5  Munir Fuady. 2009. Sejarah Hukum. 
Penerbit: Ghalia Indonesia. Bogor. Hal. 
147. 
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kelompok yang bertentangan 
dengan undang-undang. Menurut 
Hans Kelsen: 
“Sebuah konsep yang 
berhubungan dengan 
konsep kewajiban hukum 
adalah konsep tanggung 
jawab 
(pertanggungjawaban) 
hukum. Bahwa seseorang 
bertanggungjawab secara 
hukum atas perbuatan 
tertentu atau bahwa dia 
bertanggungjawab atas 
suatu sanksi bila 
perbuatannya 
bertentangan. Biasanya, 
yakni bila sanksi 
ditunjukan kepada pelaku 
langsung, seseorang 
bertanggungjawab atas 
perbuatannya sendiri. 
Dalam kasus ini subjek 
dari tanggungjawab 
hukum identik dengan 
subjek dari kewajiban 
hukum”6. 
 
B. Pengertian dan Ruang Lingkup 
Hukum Kontrak 
a. Pengertian Kontrak 
Kontrak Menurut 
KUH Perdata di dalam 
perundang-undangan tidak 
disebutkan secara tegas 
pengertian kontrak, tetapi 
menurut Para pakar hukum 
bahwa kontrak adalah 
Kaidah/ aturan hukum yang 
mengatur hubungan hukum 
antar para pihak berdasarkan 
kata sepakat untuk 
menimbulkan akibat hukum 
                                                          
6  Hans Kelsen. 1971. General Theory of 
Law and State. Penerbit: Nusa Media. 
Bandung. Hal. 95 
untuk melaksanakan suatu 
prestasi/obyek perjanjian. 
Pengaturan umum tentang 
kontrak diatur dalam 
KUHPerdata buku III. 
“Istilah hukum 
perjanjian atau kontrak 
merupakan terjemahan dari 
bahasa Inggris yaitu contract 
law, sedangkan dalam bahasa 
Belanda disebut dengan 
istilah overeenscomsrecht” 7 . 
“Suatu perjanjian adalah 
suatu peristiwa dimana 
seseorang berjanji kepada 
seorang lain atau dimana dua 
orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu 
hal”8.  
“Perikatan adalah 
suatu perhubungan hukum 
antara dua orang atau dua 
pihak, berdasarkan yang mana 
pihak yang satu berhak 
menuntut sesuatu hal dari 
pihak yang lain, dan pihak 
yang lain berkewajiban untuk 
memenuhi tuntutan itu”9.  
“Subekti 
mendefinisikan kontrak 
sebagai peristiwa di mana 
seseorang berjanji kepada 
orang lain di mana dua orang 
saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal”10. 
“Janji sendiri 
merupakan pernyataan yang 
dibuat oleh seseorang kepada 
                                                          
7  Salim H.S, “Hukum Kontrak: Teori & 
Teknik Penyusunan Kontrak,” Cet. II, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 3. 
8  Subekti , “Hukum Perjanjian,” Cet. XII, 
Jakarta: PT. Intermasa, 1990, hal. 1. 
9  Subekti, HukumPerjanjian Cet. XII, 
Jakarta: Intermasa, 1990, hal. 9. 
10  R.subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, 
Jakarta:Intermasa,2003,hal 123. 
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orang lain yang menyatakan 
suatu keadaan tertentu atau 
affair exists, atau akan 
melakukan suatu perbuatan 
tertentu” 11 . “Orang terikat 
pada janjinya sendiri, yakni 
janji yang diberikan kepada 
pihak lain dalam perjanjian. 
Janji itu mengikat dan janji 
itu menimbulkan utang yang 
harus dipenuhi”12. “Berlainan 
dengan itu, di dalam berbagai 
definisi kontrak di dalam 
literatur hukum kontrak 
common law, kontrak itu 
berisi serangkaian janji, tetapi 
yang dimaksud dengan janji 
itu secara tegas dinyatakan 
adalah janji yang memiliki 
akibat hukum dan apabila 
dilanggar, pemenuhannya 
dapat dituntut ke 
pengadilan.”13 
Bab II Buku III Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata) 
Indonesia menyamakan 
kontrak dengan perjanjian 
atau persetujuan. Hal tersebut 
secara jelas terlihat dalam 
judul Bab II Buku III 
KUHPerdata, yakni 
“Perikatan yang Lahir dari 
Kontrak atau Persetujuan.” 
Pasal 1313 KUHPerdata 
mendefinisikan perjanjian 
sebagai suatu perbuatan yang 
terjadi antara satu atau dua 
orang atau lebih mengikatkan 
                                                          
11  A.G. Guest, (ed), Anson’s Law of 
Contract, Clarendon Press, Oxford, 
1979, hlm 2. 
12  J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan 
Lahir dari Perjanjian, Buku II, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 146. 
13  A.G. Guest, loc. cit. 
dirinya terhadap orang lain. 
Definisi tersebut dianggap 
tidak lengkap dan terlalu luas 
dengan berbagai alasan  
“Dianggap tidak 
lengkap, karena 
definisi tersebut 
hanya mengacu 
kepada perjanjian 
sepihak saja. Hal ini 
terlihat dari rumusan 
kalimat yang terjadi 
antara satu orang 
atau lebih 
mengikatkan dirinya 
kepada satu orang 
atau lebih. 
Mengingat 
kelemahan tersebut, 
J. Satrio 
mengusulkan agar 
rumusan dirubah 
menjadi: atau di 
mana kedua belah 
pihak saling 
mengikatkan diri.”14 
 
“suatu perbuatan 
hukum dapat mencakup 
perbuatan hukum 
(zaakwaarneming) dan 
perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatigedaad)." 
berdasarkan rumusan 
perjanjian dalam Pasal 1313 
KUHPerdata tersebut dapat 
digolongkan sebagai 
perjanjian.”15 
Ciri khas yang paling 
penting dari suatu kontrak 
adalah “adanya kesepakatan 
                                                          
14  J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan 
Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955, hlm 
27 
15  Ibid, hlm 24 
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bersama mutual consent para 
pihak. Kesepakatan bersama 
ini bukan hanya merupakan 
karakteristik dalam 
pembuatan kontrak, tetapi hal 
itu penting sebagai suatu niat 
yang diungkapkan kepada 
pihak lain.”16 Di samping itu, 
sangat mungkin untuk suatu 
kontrak yang sah dibuat tanpa 
adanya kesepakatan bersama. 
b. Pengertian Hukum 
Kontrak 
Hukum Kontrak 
adalah aturan hukum yang 
berkaitan dengan pelaksanaan 
perjanjian atau perikatan. 
“Hukum kontrak menurut 
Bayles mengkaji hukum 
kontrak dari aspek 
pelaksanaan perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak”. 
Menurut Lawrence 
M.Friedman Hukum Kontrak 
adalah perangkat hukum yang 
hanya mengatur aspek 
tertentu dari pasar dan 
mengatur jenis perjanjian 
tertentu. 
Pengertian Hukum 
Kontrak yg dikemukakan di 
atas penulis mencoba 
membuat pengertian secara 
menyeluruh dengan kata lain 
pengertian Hukum Kontrak 
adalah keseluruhan kaidah 
hukum yang mengatur 
hubungan hukum antara dua 
pihak atau lebih berdasarkan 
kata sepakat untuk 
menimbukan akibat hukum. 
c. Unsur–unsur Hukum 
Kontrak 
                                                          
16  Ibid. 
“Adapun unsur-unsur 
yang tercantum dalam hukum 
perjanjian/kontrak dapat 
dikemukakan sebagai berikut:  
1. Adanya kaidah hukum 
Kaidah dalam 
hukum perjanjian dapat 
terbagi menjadi dua 
macam, yakni tertulis dan 
tidak tertulis. Kaidah 
hukum perjanjian tertulis 
adalah kaidah-kaidah 
hukum yang terdapat di 
dalam peraturan 
perundang-undangan, 
traktat, dan yurisprudensi. 
Sedangkan kaidah hukum 
perjanjian tidak tertulis 
adalah kaidah-kaidah 
hukum yang timbul, 
tumbuh, dan hidup dalam 
masyarakat, seperti: jual 
beli lepas, jual beli 
tahunan, dan lain 
sebagainya. Konsep-
konsep hukum ini berasal 
dari hukum adat”.17 
2. Subjek hukum 
Istilah lain dari 
subjek hukum adalah 
rechtperson. Rechtperson 
diartikan sebagai 
pendukung hak dan 
kewajiban. Dalam hal ini 
yang menjadi subjek 
hukum dalam hukum 
kontrak adalah kreditur 
dan debitur. 
3. Adanya Prestasi 
Prestasi adalah 
apa yang menjadi hak 
kreditur dan kewajiban 
debitur.Suatu prestasi 
umumnya terdiri dari 
                                                          
17  Salim HS, op.cit, hal. 4. 
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beberapa hal sebagai 
berikut: memberikan 
sesuatu;berbuat 
sesuatu;tidak berbuat 
sesuatu. 
4. Kata sepakat 
Pasal 1320 
KUHPerdata  ditentukan 
empat syarat sahnya 
perjanjian seperti 
dimaksud diatas, dimana 
salah satunya adalah kata 
sepakat (konsensus). 
Kesepakatan ialah 
persesuaian pernyataan 
kehendak antara para 
pihak. 
5. Akibat hukum 
Setiap Perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak akan 
menimbulkan akibat hukum. 
Akibat hukum adalah 
timbulnya hak dan 
kewajiban. 
 
C. Pengertian dan Perbedaan Type 
Kontrak 
1. Berdasarkan Bentuk 
Imbalan yaitu: 
a. Kontrak Lumpsum adalah 
kontrak pengadaan 
barang / jasa untuk 
penyelesaian seluruh 
pekerjaan dalam batas 
waktu tertentu, dengan 
jumlah harga kontrak 
yang pasti dan tetap, serta 
semua resiko yang 
mungkin terjadi dalam 
pelaksanaan pekerjaan 
sepenuhnya ditanggung 
oleh penyedia barang/jasa 
atau kontraktor pelaksana. 
b. Kontrak Unit Price / 
Harga Satuan adalah 
kontrak pengadaan 
barang / jasa atas 
penyelesaian seluruh 
pekerjaan dalam batas 
waktu tertentu 
berdasarkan harga satuan 
yg pasti & tetap untuk 
setiap satuan pekerjaan 
dengan spesifikasi teknis 
tertentu, yang volume 
pekerjaannya masih 
bersifat perkiraan 
sementara. Pembayaran 
kepada penyedia jasa / 
kontraktor pelaksanaan 
berdasarkan hasil 
pengukuran bersama 
terhadap volume 
pekerjaan yang benar-
benar telah dilaksanakan. 
c. Kontrak Gabungan / 
Lumpsum dan Unit Price 
adalah kontrak yang 
merupakan gabungan 
lumpsum & harga satuan 
dalam satu pekerjaan 
yang diperjanjikan 
d. Kontrak Terima Jadi / 
Turn Key adalah kontrak 
pengadaan barang / jasa 
pemborongan atas EPC 
(Engineering 
Proquirement & 
Consctruction) 
penyelesaian seluruh 
pekerjaan dalam batas 
waktu tertentu dengan 
jumlah harga pasti & 
tetap sampai seluruh 
bangunan/konstruksi, 
peralatan & jaringan 
utama maupun 
penunjangnya dapat 
berfungsi dengan baik 
sesuai dengan kriteria 
kinerja yg telah 
ditetapkan. 
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e. Kontrak Persentase 
adalah kontrak 
pelaksanaan jasa 
konsultansi dibidang 
konstruksi atau pekerjaan 
pemborongan tertentu, 
dimana konsultan yang 
bersangkutan menerima 
imbalan jasa berdasarkan 
persentase dari nilai 
pekerjaan fisik 
konstruksi/pemborongan 
tersebut. 
f. Kontrak Cost & Fee 
adalah kontrak 
pelaksanaan pengadaan 
barang / jasa 
pemborongan dimana 
kontraktor yang 
bersangkutan menerima 
imbalan jasa yg nilainya 
tetap disepakati oleh 
kedua belah pihak. 
g. Kontrak Design & Built 
adalah kontrak 
pelaksanaan jasa 
pemborongan mulai dari 
proses perencanaan 
sampai dengan 
pelaksanaan konstruksi 
fisik yang dilaksanakan 
oleh Penyedia Jasa satu 
kontrak yang sama. 
2. Berdasarkan Jangka 
Waktu Pelaksanaan : 
a. Kontrak Tahun Tunggal 
adalah kontrak 
pelaksanaan pekerjaan 
yang mengikat dana 
anggaran untuk masa 1 
(satu) tahun anggaran 
b. Kontrak Tahun Jamak 
adalah kontrak 
pelaksanaan pekerjaan 
yang mengikat dana 
anggaran untuk masa 
lebih dari 1 ( satu ) tahun 
anggaran yang dilakukan 
atas persetujuan oleh 
Menteri Keuangan untuk 
pengadaan yang dibiayai 
APBN, Gubernur untuk 
pengadaan yg dibiayai 
APBD Propinsi, Bupati / 
Walikota untuk 
pengadaan yang dibiayai 
APBD Kabupaten / Kota. 
D. Macam–macam sistem kontrak 
1. Kontrak Lumpsum 
Sistem Kontrak Lumpsum ini 
lebih tepat digunakan untuk : 
a. Jenis pekerjaan borongan 
yang perhitungan 
volumenya untuk masing-
masing unsur/jenis item 
pekerjaan sudah dapat 
diketahui dengan pasti 
berdasarkan gambar 
rencana & spek 
teknisnya. 
b. Jenis pekerjaan dengan 
Budget tertentu yang 
terdiri dari Jenis 
pekerjaan dengan Budget 
tertentu yg terdiri dari 
banyak sekali Jenis / item 
pekerjaan atau Multi 
Paket Pekerjaan yang 
sangat beresiko bagi 
Pemberi tugas atas 
terjadinya “unpredictable 
cost” seperti misalnya 
adanya claim kontraktor 
akibat adanya ketidak-
sempurnaan dari Batasan 
Lingkup Pekerjaan, 
Gambar lelang, 
Spesifikasi teknis, atau 
Bill of Quantity yang ada. 
Dengan system kontrak 
ini diharapkan dapat 
meminimalize tejadinya 
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unpredictable cost 
tersebut karena harga yg 
mengikat adalah Total 
Penawaran Harga 
(Volume yang tercantum 
dalam daftar kuantitas / 
Bill of Quantity bersifat 
tidak mengikat). 
Hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam 
penggunaan sistem 
kontrak Lumpsum adalah  
1) Batasan lingkup 
pekerjaan yang akan 
dilaksanakan harus 
jelas dinyatakan 
dalam Spesifikasi 
Teknis / Gambar 
Lelang. 
2) Apabila ada 
perbedaan lingkup 
pekerjaan antara yg 
tercantum dalam 
Spesifikasi Teknis / 
Gambar dengan 
Pekerjaan yang akan 
dilelangkan, harus 
dijelaskan dalam 
Rapat Penjelasan 
Lelang (Aanwijzing) 
dan dibuat Addendum 
Dokumen Lelang 
yang menjelaskan 
perubahan lingkup 
pekerjaan tersebut. 
3) Penggunaan Daftar 
Kuantitas/Bill of 
Quantity dalam 
pelelangan hanya 
digunakan sebagai 
acuan bagi kontraktor 
dalam mengajukan 
penawaran harga yang 
bersifat tidak 
mengikat & Peserta 
Lelang harus 
melakukan 
perhitungan sendiri 
sebelum mengajukan 
penawaran. 
4) Untuk mempermudah 
dalam hal evaluasi 
penawaran harga, saat 
rapat penjelasan 
lelang (Aanwijzing) 
harus ditegaskan 
bahwa apabila 
terdapat perbedaan 
antara volume pada 
Bill of Quantity (BQ) 
dengan hasil 
perhitungan peserta 
lelang maka peserta 
lelang tidak boleh 
merubah volume Bill 
of Quantity yg 
diberikan dan agar 
menyesuaikannya 
dalam harga satuan yg 
diajukan 
5) Dalam perhitungan 
volume pekerjaan yg 
akan dicantumkan & 
Bill of Quantity harus 
dihindari sampai 
sekecil mungkin 
kesalahan yang 
mungkin terjadi, 
karena setelah terjadi 
kontrak nantinya 
volume lebih/kurang 
tidak dapat 
dikurangkan/ditambah
kan. 
6) Pekerjaan 
tambah/kurang 
terhadap nilai kontrak 
yg ada hanya boleh 
dilakukan apabila: 
a) Permintaan dari 
Pemberi Tugas 
untuk menambah / 
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mengurangi 
pekerjaan yang 
instruksinya 
dilakukan secara 
tertulis. 
b) Adanya perubahan 
gambar / 
spesifikasi teknis 
dari Perencana 
yang sudah 
disetujui oleh 
Pemberi Tugas 
c) Adanya instruksi 
tertulis dari 
pengawas 
lapangan untuk 
menyempurnakan 
suatu jenis 
pekerjaan tertentu 
yg dipastikan 
bahwa sangat 
beresiko secara 
struktural atau 
system tidak 
berfungsi tanpa 
adanya 
penyempurnaan 
tersebut dimana 
hal tersebut 
sebelumnya belum 
dinyatakan dalam 
spesifikasi teknik. 
d) Dalam 
perhitungan biaya 
tambah/kurang 
harga satuan yang 
digunakan harga 
satuan pekerjaan 
yang tercantum 
dalam Bill of 
Quantity kontrak 
yang bersifat 
mengikat. 
Implikasi/peny
impangan yang sering 
dilakukan oleh 
Kontraktor di 
lapangan yaitu: 
a) Kontraktor tidak 
mau 
melaksanakan 
pekerjaan tertentu 
karena item 
pekerjaan tidak 
tercantum dalam 
Bill of Quantity 
b) Kontraktor 
mengajukan 
perhitungan 
perubahan 
pekerjaan 
mengacu kepada 
volume Bill of 
Quantity yang 
ada. 
c) Kontraktor 
melakasanakan 
pekerjaan di 
lapangan sesuai 
volume yang 
tercantum dalam 
BQ 
2. Kontrak Unit Price atau 
Harga Satuan 
Sistem kontrak Unit 
Price/Harga Satuan ini lebih 
tepat digunakan untuk: 
a. Jenis Pekerjaan yang 
untuk mendapatkan 
keakuratan-perhitungan 
volume pekerjaan yang 
tajam/pasti diperlukan 
adanya:  
1) Survey dan penelitian 
yang sangat dalam. 
2) Detail dan sampel 
yang sangat banyak. 
3) Waktu yang lama 
sehingga biaya sangat 
besar sementara di 
lain pihak pengukuran 
volume lebih mudah 
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dilakukan dalam masa 
pelaksanaan dan 
perkerjaan sangat 
mendesak dan harus 
segera dilaksanakan. 
b. Jenis pekerjaan yang 
mana volume pekerjaan 
yang pasti sama sekali 
tidak dapat diperoleh 
sebelum pekerjaan selesai 
diaksanakan, sehingga 
tidak memungkinkan 
untuk digunakan system 
Kontrak Lumpsum. 
Hal – hal yang harus 
diperhatikan dalam 
penggunaan system 
Kontrak Unit Price / 
hargasatuan ini adalah : 
1) Untuk pekerjaan – 
pekerjaan yang terdiri 
dari banyak sekali 
item/unit pekerjaan 
namun voume 
pekerjaan sudah dapat 
dihitung dari gambar 
rencana seperti halnya 
bangunan gedung, 
maka kurang tepat 
apabia digunakan 
system kontrak unit 
price ini karena : 
a) Untuk setiap 
proses 
pembayaran harus 
dilakukan 
pengukuran 
bersama di 
lapangan yang 
dapat dipastikan 
memerlukan 
waktu yang cukup 
lama. 
b) Biaya total 
pekerjaan belum 
dapat diprediksi 
dari awal 
sehinggga untuk 
pekerjaan dengan 
budget tertentu 
sangat riskan bagi 
pemberi tugas 
terhadap 
terjadinya resiko 
pembengkakan 
biaya proyek. 
c) Untuk 
penggunaan 
system kontrak 
unit price agar 
dihindari terjadi 
adanya harga 
satuan timpang 
karena harga 
satuan bersifat 
mengikat untuk 
perhitungan 
realisasi biaya 
kontrak. Dalam ha 
penawaran 
kontraktor 
terdapat harga 
satuan timpang 
untuk item 
pekerjaan tertentu. 
E. Pengertian dan Ruang Lingkup 
Pengadaan Barang Dan Jasa 
Pemerintah 
Pengertian Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang dan Jasa adalah kegiatan 
pengadaan Barang dan Jasa oleh 
kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah yang dibiayai oleh 
APBN/APBD yang prosesnya 
sejak identifikasi kebutuhan, 
sampai dengan serah terima hasil 
pekerjaan, yang dimuat dalam 
Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018  pasal 1 Tentang 
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Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah 
Definisi Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah  dari 
peraturan yang mengaturnya 
yaitu Peraturan Presiden No. 54 
tahun 2010 dan perubahannya, 
dimana perubahan terakhir 
adalah Peraturan Presiden No. 4 
Tahun 2015. Pasal 1 ayat 1 
Peraturan Presiden tersebut 
menyebutkan bahwa: 
"Pengadaan Barang 
Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut 
dengan Pengadaan 
Barang/Jasa adalah 
Kegiatan untuk 
memperoleh 
barang/jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Institusi yang 
prosesnya dimulai dari 
perencanaan kebutuhan 
sampai diselesaikannya 
seluruh kegiatan untuk 
memperoleh 
barang/jasa”. 
 
Dari definisi tersebut 
setidaknya ada empat poin 
penting yang bisa diambil yaitu: 
1. Kegiatan Memperoleh 
Barang/Jasa 
Kementerian 
/Lembaga/ Satuan Kerja 
Perangkat Daerah /Insitusi 
selanjutnya disebut K/L/D/I 
Dimulai dari perencanaan 
kebutuhan Sampai selesainya 
seluruh kegiatan memperoleh 
barang/jasa. Kegiatan 
Memperoleh Barang/Jasa 
Secara sederhana,Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah 
adalah kegiatan instansi 
pemerintah dan instansi 
lainnya untuk memperoleh 
barang/jasa, yang tentunya 
menggunakan APBN atau 
APBD. Barang/Jasa di sini 
bisa digolongkan menjadi 4 
yaitu:  
a. Barang : komputer, 
kendaraan, ATK, alat 
kesehatan, mesin 
pertanian, pembelian 
paten, dll.  
b. Pekerjaan Konstruksi: 
pembangunan gedung 
kantor, pembangunan 
jalan, jembatan, reboisasi, 
jasa pembongkaran, 
konstruksi bangunan 
kapal/pesawat, dll 
c. Jasa Lainnya : Cleaning 
Service, Jasa Keamanan, 
EO, Pengiriman, 
pengepakan dll 
d. Jasa Konsultansi: Jasa 
Desain Konstruksi, Jasa 
Penilaian, Jasa 
Pendampingan Hukum, 
dll. 
2. Pengertian Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
Definisi Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah  
dari peraturan yang 
mengaturnya yaitu Peraturan 
Presiden No. 54 tahun 2010 
dan perubahannya, dimana 
perubahan terakhir adalah 
Peraturan Presiden No. 4 
Tahun 2015. Pasal 1 ayat 1 
Peraturan Presiden tersebut 
menyebutkan bahwa: 
"Pengadaan Barang 
Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut 
dengan Pengadaan 
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Barang/Jasa adalah 
Kegiatan untuk 
memperoleh 
barang/jasa oleh 
Kementerian/Lembaga
/Satuan Kerja 
Perangkat 
Daerah/Institusi yang 
prosesnya dimulai dari 
perencanaan 
kebutuhan sampai 
diselesaikannya 
seluruh kegiatan untuk 
memperoleh 
barang/jasa. 
 
Pengertian Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah 
yang selanjutnya disebut 
Pengadaan Barang dan Jasa 
adalah kegiatan pengadaan 
Barang dan Jasa oleh 
kementerian/Lembaga/Perang
kat Daerah yang dibiayai oleh 
APBN/APBD yang 
prosesnya sejak identifikasi 
kebutuhan, sampai dengan 
serah terima hasil pekerjaan, 
yang dimuat dalam Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 
2018  pasal 1 Tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah. 
Pengadaan Barang/ 
jasa antara antara perorangan/ 
badan hukum dengan 
perorangan/badan hukum, 
diatur secara umum dalam 
KUH Perdata, tetapi tidak 
diatur secara khusus. Dalam 
hal terjadi kesepakatan antara 
para pihak untuk melakukan 
pengadaan barang dan jasa, 
harus sesuai dengan 
persyaratan perjanjian 
sebagaimana yang 
disyaratkan dalam Pasal 1320 
KUH Perdata. 
Pengertian barang 
dalam pengadaan barang dan 
jasa pemerintah adaah benda 
dalam berbagai bentuk dan 
uraian yang meliputi bahan 
baku, bahan setengah jadi, 
barang jadi/peralatan, yang 
spesifikasinya ditetapkan 
oleh pengguna barang. 
Sedangkan jasa adalah 
layanan pekerjaan 
pelaksanaan kegiatan sesuai 
keahlian professional dalam 
berbagai bidang untuk 
mencapai sasaran tertentu 
yang keluarannya telah 
disusun secara sistematis 
berdasarkan kerangka acuan 
kerja yang telah ditetapkan, 
misalnya kontruksi, 
konsultasi, pengawasan dan 
lain –lain. 
Undang – undang  
Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 
angka 12 menyebutkan  
pengguna anggran adalah 
pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan 
anggaran kementerian 
Negara/lembaga/satuan kerja 
perangkat daerah. Kemudian 
dalam pasal 4 Undang – 
Undang tersebut di jelaskan 
bahwa Menteri /pimpinan 
Lembaga adalah pengguna 
anggaran bagi kementerian 
Negara/lembaga yang 
dipimpinnya dan dapat 
menunjuk Kuasa Pengguna 
Anggaran di 
Kementerian/lembaga yang 
dipimpinnya. 
Penyedia barang dan 
jasa merupakan badan usaha 
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atau orang perseorangan yang 
kegiatan usahanya 
menyediakan barang dan jasa 
Dalam pengadaan barang dan 
jasa pemerintah, Pengguna 
Anggaran atau Kuasa 
Pengguna Anggaran 
sebagaimana disebutkan di 
atas, mengangkat Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) 
yang bertanggung jawab 
dalam melaksanakan proses 
pengadaan barang dan jasa. 
3. Prinsip – prinsip dasar 
Pengadaan Barang Dan 
Jasa Pemerintah 
Pengadaan barang dan 
jasa pemerintah, yang 
dimaksud dengan prinsip 
dasar adalah hal – ha 
mendasar yang harus 
dijadikan acuan, pedoman 
dan dijadikan dalam 
pengadaan barang dan jasa. 
Prinsip – prinsip dasar 
tersebut dituangkan dalam 
bentuk 
ketentuan/peraturan/standar 
yang harus diterapkan dalam 
proses pengadaan barang dan 
jasa pemerintah pelaksanaan. 
Prinsip – prinsip dasar 
mengandung pengertian agar 
dalam pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah dapat 
dilaksanakan secara efesien, 
efektif, terbuka dan bersaing, 
transparan, adil dan tidak 
diskriminatif, serta akuntable. 
Penetapan prinsip – prinsip 
dasar tersebut bertujuan 
untuk; 
a. Mendorong terwujudnya 
pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa yang 
lebih baik. 
b. Menekan kebocoran 
anggaran pemerintah. 
c. Meningkatkan efesiensi 
penggunaan uang Negara. 
d. Mewujudkan 
pemerintahan yang baik 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
A. Keabsahan Hukum Kontrak 
Lump Sum dalam Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah 
Ditinjau dari Hukum Kontrak. 
 
Konsistensi atau 
keabsahan peraturan terkait 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah adalah suatu 
keharusan. Dalam tulisan kali ini 
penulis mencoba meneliti salah 
satu kontrak terkait pengadaan 
barang dan jasa, yaitu kontrak 
lump sum dalam pengadaan  
barang dan jasa Pemerintah  
dalam bidang konstruksi. 
Tidak sedikit perusahaan 
pemerintah (dengan bentuk 
badan usaha milik Negara 
ataupun badan usaha milik 
daerah), yang menggelar 
pengadaan jasa pemerintah 
berupa jasa konstruksi. Hal 
demikian menyebabkan 
implementasi Peraturan Presiden 
Nomor 54 tahun 2010 sangatlah 
dekat dengan masyarakat. Tidak 
sekedar Undang-Undang Nomor 
18 tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi yang mengatur hanya 
terkait dan terkhusus atas dunia 
konstruksi. 
Pasal 1338 ayat (1) BW 
menyatakan bahwa “Keabsahan 
kontrak merupakan hal yang 
18 
 
esensial dalam hukum kontrak. 
Pelaksanaann isi kontrak , yakni 
hak dan kewajiban, hanya dapat 
dituntut oleh pihak yang satu 
kepada pihak  yang lain, 
demikian pula sebaliknya, 
apabila kontrak yang dibuat itu 
sah menurut hukum.”  
Secara keabsahan kontrak 
sangat menentukan pelaksanaan. 
Kontrak yang sah tidak bisa 
diubah atau dibatalkan secara 
sepihak. Kesepakatan yang 
tertuang dalam kontrak 
karenanya menjadi aturan yang 
dominan bagi para pihak. 
Pasal 51 ayat (1) huruf f 
Peraturan Presiden nomor 54 
Tahun 2010, pasal ini mengatur 
tentang ketentuan pelaksanaan 
kontrak lump sum. Karena itu 
muncul pendapat  agar dapat 
dilakukan penambahan atau 
pengurangan pekerjaan jangan 
menggunakan kontrak lump sum 
(gunakan saja kontrak harga 
satuan).  
Pengadaan pekerjaan 
kontruksi, sebaiknya 
menggunakan kontrak harga 
satuan,walaupun perencanaan 
telah dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya dan sesempurna 
mungkin, karena yang namanya 
pekerjaann kontruksi ada hal-hal 
tertentu yang memaksa akan 
terjadinya pekerjaan 
tambah/kurang yang tidak kita 
hendaki, agar pekerjaan tersebut 
terlaksana sesuai dengan harapan 
dan tidak merugikan uang Negara, 
yang kita takutkan bila 
menggunakan kontrak lump sum 
pada pekerjaan kontruksi karena 
tidak diperbolehkan adanya 
pekerjaan tambah/kurang, 
pekerjaan kontruksi yang berupa 
bangunan, jembatan, jalan, 
bendungan, irigasi dan lain-
lainnya tidak berfungsi dengan 
baik.  
Pembentukkan kontrak 
dalam transaksi yang dilakukan 
oleh Pemerintah Indonesia masih 
mengacu pada Pasal 1320 
Burgerlijk Wetboek (BW) dan 
berbagai Keputusan Presiden 
yang mengatur tentang 
pelaksanaaan anggaran 
pendapatan dan belanja Negara 
serta pedoman pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah . 
Berkaitan dengan kontrak 
yang dibuat oleh Pemerintah 
keabsahan merupakan isu hukum 
yang sangat penting. Di samping 
ditentukan oleh persyaratan 
pelelangan (tender), keabsahan 
kontrak juga ditentukan oleh 
isinya dan terpenuhinya syarat 
kewenangan pada pejabat daam 
membuat  dan menandatangani 
kontrak mewakili organ publik 
atau lembaga pemerintahan. 
Demikian juga hal-hal 
yang menyangkut aspek 
pelaksanaan kontrak. Proses 
pengadaan yang pada prinsipnya 
dilakukan dengan tender , yang 
kemudian diikuti dengan 
pembuatan dan pelaksanaan 
kontrak merupakan rangkaian 
yang tidak dapat dipisahkan satu 
dengan yang lain. 
Dasar hukum utama yang 
masih digunakan sampai 
sekarang terkait pengadaan 
barang dan jasa Pemerintah 
adalah Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 54 Tahun 2010 
yang sudah mengalami 
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penyesuaian sebanyak empat 
kali; dengan perubahan terakhir 
yaitu Peraturan Presiden No.4 
Tahun 2015. Agar mudah untuk 
memetakan masalah terkait 
konsistensi kontrak lump-sum 
dalam pengadaan jasa konstruksi, 
mari kita lihat bunyi sejumlah 
pasal dari Peraturan Presiden 
No. 54 Tahun 2010 Pasal 51 
ayat (1) yaitu : 
 “Kontrak lump-sum 
merupakan kontrak pengadaan 
barang/jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas 
waktu tertentu sebagaimana 
ditetapkan dalam kontrak, 
dengan ketentuan:  
(a) jumlah harga pasti dan tetap, 
serta tidak dimungkinkan 
penyesuaian harga. 
(b) Semua risiko sepenuhnya 
ditanggung oleh penyedia 
barang/jasa. 
(c) Pembayaran didasarkan pada 
tahapan produk/keluaran 
yang dihasilkan sesuai isi 
kontrak. 
(d) Sifat pekerjaan berorientasi 
kepada keluaran (output 
based). 
(e) Total harga penawaran 
bersifat mengikat. 
(f) Tidak diperbolehkan adanya 
pekerjaan tambah/kurang.” 
Pasal 87 ayat (1): 
“Dalam hal terdapat perbedaan 
antara kondisi lapangan pada saat 
pelaksanaan dengan gambar dan 
atau spesifikasi teknis yang 
ditentukan dalam dokumen 
kontrak, dapat dilakukan 
perubahan kontrak yang meliputi:  
(a) Menambah atau mengurangi 
volume pekerjaan yang 
tercantum dalam kontrak. 
(b) Menambah dan atau 
mengurangi jenis pekerjaan. 
(c) Mengubah spesifikasi teknis 
pekerjaan sesuai dengan 
kebutuhan lapangan, atau . 
(d) Mengubah jadwal 
pelaksanaan.” 
Pasal 87 ayat (2): 
“Pekerjaan tambah dilaksanakan 
dengan ketentuan. 
(a) Tidak melebihi 10% dari 
harga kontrak yang tercantum 
dalam perjanjian atau kontrak 
awal, 
(b) Tersedianya anggaran.” 
 Bunyi dari pasal-pasal di 
atas maka bisa dilihat ada suatu 
kondisi yang tidak konsisten 
terkait dengan pekerjaan tambah 
kurang terkait dengan kontrak 
lump-sum. Dalam Pasal 51 ayat 
(1) huruf f dikatakan, bahwa 
untuk kontrak pekerjaan 
konstruksi berupa kontrak lump-
sum tidak boleh ada pekerjaan 
tambah/kurang, sedangkan pada 
Pasal 87 ayat (1) dan (2) 
dimungkinkan untuk 
penambahan pekerjaan dengan 
ketentuan, bahwa boleh saja 
dilakukan pekerjaan tambah 
kurang asal tidak lebih dari 10%. 
Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 87 
tersebut di atas bisa 
menimbulkan berbedaan 
penafsiran. 
Pasal 51 ayat (1) huruf f 
tidak membolehkan adanya 
pekerjaan tambah/kurang pada 
pekerjaan konstruksi, dengan 
mengatakan bahwa untuk kontrak 
pekerjaan konstruksi berupa 
kontrak lump-sum tidak boleh 
ada pekerjaan tambah/kurang. 
Ada pasal 51 ayat 1 huruf f ini 
lebih aman, khususnya dari 
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pemeriksaan aparat fungsional. 
Akan tetapi lebih kaku dan 
kurang mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas pejabat 
pembuat komitmen. Contohnya, 
jika terdapat sisa pagu anggaran 
pembangunan gedung kantor 
yang akan dimanfaatkan untuk 
pekerjaan tambahan berupa 
pembuatan pagar gedung, maka 
hal tersebut harus dibuatkan 
paket pekerjaan baru dan tidak 
boleh ditambahkan dalam 
kontrak pekerjaan gedung. 
Menurut pasal 87 ayat 1 
dan 2  para pejabat pembuat 
komitmen yang menginginkan 
dibolehkannya perubahan 
kontrak akibat adanya pekerjaan 
tambah kurang. Memberikan 
penafsiran bahwa boleh saja 
dilakukan pekerjaan tambah 
kurang asal tidak lebih dari 10%. 
Pendapat ini kurang aman 
terutama dari pertanyaan aparat 
pemeriksa fungsional, tetapi 
memungkinkan pelaksanaan 
anggaran yang lebih lancar. 
Contohnya, jika terdapat sisa 
pagu anggaran pembangunan 
gedung kantor yang akan 
dimanfaatkan untuk pekerjaan 
pembuatan pagar gedung tersebut 
dapat langsung dimasukkan ke 
dalam kontrak gedung sebagai 
pekerjaan tambah/kurang. 
Faktanya, kedua pasal 
tersebut di atas sama-sama 
memiliki alasan yang 
mengandung kebenaran, 
meskipun tidak ada yang 100% 
salah dan tidak ada yang 100% 
benar. Alasan pihak yang 
menolak pekerjaan 
tambah/kurang dalam kontrak 
lump-sum dapat dibenarkan 
karena hal itu secara jelas  
terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) 
huruf f. Alasan yang 
membolehkan pekerjaan 
tambah/kurang dalam kontrak 
lumpsum dapat pula dibenarkan 
karena aturan khusus tentang 
perubahan kontrak adalah Pasal 
87 tidak menyebutkan jenis 
kontrak sehingga dapat 
diterapkan terhadap semua jenis 
kontrak. Kondisi di atas perlu 
dicermati dan dicarikan jalan 
keluarnya, karena hal ini 
berpotensi menimbulkan 
permasalahan di lapangan dan 
berakibat menjadi sengketa 
hukum.  
Pengertian barang dalam 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah adalah benda dalam 
berbagai bentuk dan uraian yang 
meliputi bahan baku, bahan 
setengah jadi, barang 
jadi/peralatan, yang 
spesifikasinya ditetapkan oleh 
pengguna barang. Sedangkan 
jasa adalah layanan pekerjaan 
pelaksanaan kegiatan sesuai 
keahlian professional dalam 
berbagai bidang untuk mencapai 
sasaran tertentu yang 
keluarannya telah disusun secara 
sistematis berdasarkan kerangka 
acuan kerja yang telah 
ditetapkan, misalnya kontruksi, 
konsultasi, pengawasan dan lain 
–lain. 
Kontrak Lumpsum 
adalah kontrak pengadaan barang 
/ jasa untuk penyelesaian seluruh 
pekerjaan dalam batas waktu 
tertentu, dengan jumlah harga 
kontrak yang pasti dan tetap, 
serta semua resiko yang mungkin 
terjadi dalam pelaksanaan 
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pekerjaan sepenuhnya 
ditanggung oleh penyedia 
barang/jasa atau kontraktor 
pelaksana. 
Lump sum adalah kontrak 
jasa atas penyelesaian seluruh 
pekerjaan yang ditawarkan sesuai 
dengan persyaratan yang 
disepakati (gambar konstruksi, 
spesifikasi,schedule, dan semua 
persyaratan dalam dokumen 
lainnya) dalam jangka waktu 
tertentu dengan jumlah harga 
yang pasti, tertentu dan 
tetap  yang disetujui secara 
tertulis sebelum pekerjaan 
dimulai. Pemberi tugas setuju 
membayar harga atas 
penyelesaian pekerjaan 
berdasarkan cara pembayaran 
yang telah dinegosiasikan. 
Semua risiko yang 
mungkin terjadi dalam proses 
penyelesaian pekerjaan yang 
sepenuhnya ditanggung oleh 
Penyedia Jasa (risiko yang cukup 
besar) sepanjang gambar dan 
spesifikasi tidak berubah. 
Kontrak ini memberikan 
perlindungan maksimum kepada 
owner pada biaya total proyek. 
Risiko biaya bagi pengguna jasa 
minimal (kecil) memberi cukup 
pengawasan atas pelaksanaan dan 
pengikatan. Resiko keuangan 
yang rendah di Pemberi Tugas 
dan tingkat investasi yang 
dibutuhkan dapat ditentukan 
sejak awal. 
Secara umum digunakan 
pada metode pengadaan proyek 
design and build dan sering 
digunakan pada kontrak 
engineering. jika pekerjaan 
konstruksi memiliki dinamika 
perubahan yang cukup tinggi lalu 
diperkenankan dengan jenis 
kontrak lump sum Kontrak lump 
sum ini sebenarnya melindungi 
penyedia jasa dari ketidakpastian 
atau kesewenang-wenangan dari 
pemberi tugas. Keberadaan 
kontrak lump sum ini juga sudah 
diimbangi dengan adanya jasa 
perencanaan pekerjaan, serta 
suatu hal yang lazim jika 
diimplementasikan dalam dunia 
konstruksi fisik bangunan. 
Keinginan untuk terus merubah-
rubah isi kontrak hanyalah 
dampak dari kontrak jenis 
konvensional yang sifatnya 
elastic dengan kebutuhan di 
lapangan. 
Berdasarkan pembahasan 
di atas penulis menyimpulkan 
bahwa keabsahan hukum kontrak 
lump sum merupakan hal pokok 
dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah dalam bidang 
konstruksi yang memuat hak dan 
kewajiban, para pihak yang 
berkontrak. 
B. Status hukum pelaksanaaan 
addendum terhadap kontrak 
lump sum yang sudah berjalan. 
 
 Peraturan Presiden nomor 54 
tahun 2010 pasal 87 Tentang 
perubahan    kontrak ayat 1, ada 
4 hal yang menyebabkan 
addendum yaitu : 
a) Penambahan atau 
mengurangi volume dari 
kontrak. 
b) Menambah jenis pekerjaan. 
c) Mengubah spesifikasi 
pekerjaan. 
d) Mengubah jadwal 
pelaksanaan. 
“Addendum 
kontrak yang 
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menyangkut 
kontrak pekerjaan 
kontruksi dapat 
pula mengenai 
perpanjangan 
waktu pelaksanaan 
dan diberikan atas 
dasar prinsip 
keajaran. 
Perpanjangan itu 
diberikan karena 
adanya: pekerjaan 
tambah, perubahan 
desain, 
keterlambatan 
yang disebabkan 
oleh pihak 
PPK.(Pejabat 
Pembuat 
Komitmen) 
Masalah yang 
timbul di luar 
kendali penyedia 
barang dan jasa, 
dan karena adanya 
keadaan kahar 
(force majeur).”18 
 
Berkaitan dengan 
perubahan kontrak, khususnya 
mengenai kontrak kontruksi, 
“Peraturan Presiden No.54 Tahun 
2010 tidak cukup memberikan 
aturan mengenai prosedur bagi 
PPK dalam melakukan 
addendum kontrak. Kesepakatan 
kedua belah pihak merupakan 
syarat utama dalam melakukan 
                                                          
18  Y.Sogar Simamora, 2017, Hukum 
Kontrak tentang Prinsp-prinsip Hukum 
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah di Indonesia, Cet I, Penerbit 
LaksBang PRESSindo, Surabaya, hal 
282. 
perubahan termasuk, penyesuaian 
harga.”19 
Kontrak Lumpsum dapat 
dilakukan Adendum kontrak 
tambah kurang Apabila mau 
melakukan addendum maka 
wajib menggantikan jenis 
kontrak (addendum) dari 
Lumpsum ke jenis kontrak harga 
satuan , setelah menjadi harga 
satuan baru dilakukan addendum 
kembali menjadi harga satuan. 
Kontrak lumpsum maupun Harga 
satuan dan gabungan Lump sum 
dan harga satuan adalah Pilihan 
yg digunakan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK)  
dalam melakukan pengadaan 
barang dan Jasa. 
Tahapan Pelaksanaan 
pekerjaan untuk Lump sum, 
volume serta harga kontrak tidak 
boleh diubah. Volume hanya 
dapat diubah/ dilakukan 
pembetulan perhitungan ketika 
tahapan evaluasi Pokja/Panitia 
Pengadaan karena ada kesalahan 
tanpa mengubah nilai penawaran 
. Perubahan dan semua resiko 
akibat perubahan karena adanya 
koreksi Aritmatik menjadi 
tanggung jawab sepenuhnya 
Penyedia Jasa,selanjutnya harga 
penawaran menjadi 
kontrak/harga pekerjaan. 
Keputusan Presiden No 
80 Tahun 2003 menguraikan 
bahwa Kontrak lump sum adalah 
kontrak pengadaan barang/jasa 
atas penyelesaian seluruh 
pekerjaan dalam batas waktu 
tertentu, dengan jumlah harga 
yang pasti dan tetap, dan semua 
resiko yang mungkin terjadi 
                                                          
19  Ibid hal.283 
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dalam proses penyelesaian 
pekerjaan sepenuhnya 
ditanggung oleh penyedia 
barang/jasa. 
Sistem kontrak ini lebih 
tepat digunakan untuk pembelian 
barang dengan contoh yang jelas, 
atau untuk jenis pekerjaan 
konstruksi yang perhitungan 
volumenya untuk masing-masing 
unsur/jenis pekerjaan sudah dapat 
diketahui dengan pasti 
berdasarkan gambar rencana dan 
spesifikasi teknisnya. Harga yang 
mengikat dalam kontrak sistem 
ini adalah total penawaran harga. 
Definisi ini tidak jauh 
berbeda dengan Peraturan 
Presiden No 54 Tahun 2010 
sebagaimana diubah melalui 
Peraturan Presiden No 70 Tahun 
2012 bahwa Kontrak Lump Sum 
merupakan Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas 
waktu tertentu sebagaimana 
ditetapkan dalam Kontrak, 
dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. jumlah harga pasti dan tetap 
serta tidak dimungkinkan 
penyesuaian harga; 
2. semua risiko sepenuhnya 
ditanggung oleh Penyedia 
Barang/Jasa; 
3. pembayaran didasarkan pada 
tahapan produk/keluaran 
yang dihasilkan sesuai 
dengan isi Kontrak; 
4. sifat pekerjaan berorientasi 
kepada keluaran (output 
based); 
5. total harga penawaran 
bersifat mengikat; dan 
6. tidak diperbolehkan adanya 
pekerjaan tambah/kurang. 
Sedikit penambahan pada 
Peraturan Presiden No 54 Tahun 
2010 sebagaimana diubah 
melalui Perpres 70/2012 adalah 
klausul tidak dimungkinkan 
penyesuaian harga dan tidak 
diperbolehkan adanya pekerjaan 
tambah/kurang. 
Standar Dokumen 
berdasar Peraturan Menteri PU 
31 tahun 2015 Perubahan 
Kontrak yaitu: 
Pasal 36  
(1) Kontrak hanya dapat 
diubah melalui adendum 
kontrak. 
(2) Perubahan Kontrak dapat 
dilaksanakan apabila 
disetujui oleh para pihak, 
meliputi: 
a. perubahan pekerjaan 
disebabkan oleh 
sesuatu hal yang 
dilakukan oleh para 
pihak dalam kontrak 
sehingga mengubah 
lingkup pekerjaan 
dalam kontrak atas 
persetujuan Pengguna 
Anggaran;  
b. perubahan harga 
kontrak akibat adanya 
perubahan pekerjaan 
dan/atau karena 
perubahan 
pelaksanaan pekerjaan 
atas persetujuan 
Pengguna Anggaran; 
c. perubahan jadwal 
pelaksanaan 
pekerjaan. 
(3) Untuk kepentingan 
perubahan kontrak, PPK 
menugaskan Panitia 
Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak. 
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Perubahan Kuantitas dan Harga 
Pasal 38 
(1) Perubahan kuantitas 
hanya dilakukan apabila 
terdapat perubahan 
gambar dan spesifikasi 
(lingkup pekerjaan). 
(2) Apabila kuantitas mata 
pembayaran utama yang 
akan dilaksanakan 
berubah lebih dari 10% 
(sepuluh persen ) dari 
kuantitas awal akibat 
perubahan lingkup 
pekerjaan, maka 
pembayaran volume 
selanjutnya dengan 
negosiasi. 
(3) Apabila diperlukan mata 
pembayaran baru akibat 
perubahan lingkup 
pekerjaan, maka penyedia 
jasa harus menyerahkan 
rincian harga kepada 
PPK. Penentuan harga 
satuan mata pembayaran 
baru dilakukan dengan 
negosiasi.  
Konstruksi bangunan 
Permen PU 45/2007 tentang 
Pedoman Teknis Bangunan 
Negara dijelaskan bahwa : 
1. Kontrak Lumpsum adalah 
suatu kontrak pengadaan 
barang/jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam 
batas waktu tertentu 
denganjumlah harga total 
penawaran yang pasti dan 
tetap.Dengan demikian, 
semua risiko yang mungkin 
terjadi dalam proses 
penyelesaian pekerjaan 
tersebut sepenuhnya 
ditanggung oleh penyedia 
jasa yang melakukan kontrak 
tersebut, sepanjang lingkup 
pekerjaan atau gambar dan 
spesifikasi tidak berubah; 
2. Dalam pelaksanaan Kontrak 
Lumpsum, khusus untuk 
pelaksana konstruksi, daftar 
volume dan harga (bills of 
quantity/BQ) bersifat tidak 
mengikat dalam kontrak 
sehingga tidak dapat 
dijadikan dasar perhitungan 
untuk melakukan 
pembayaran. Tahap 
pembayaran dilakukan 
berdasarkan prestasi fisik 
pekerjaan yang kriterianya 
ditetapkan dalam kontrak 
yang bersangkutan. 
Patut diperhatikan sejak 
awal dalam Daftar Kuantitas dan 
Harga (DKH) penetapan item 
yang bersifat Harga Satuan atau 
Lumpsum harus ditentukan 
terlebih dahulu. Hal ini penting 
terkait proses sejak pemilihan 
penyedia yaitu pada proses 
koreksi aritmatik. Kekeliruan 
yang terjadi adalah hal ini tidak 
dengan jelas tertuang dalam 
dokumen pemilihan/pelelangan. 
Menurut Peraturan 
Presiden No 54 Tahun 2010 
ruang lingkup perubahan kontrak 
meliputi ; 
1. Menambah atau mengurangi 
volume pekerjaan yang 
tercantum dalam kontrak. 
2. Menambah atau mengurangi 
jenis pekerjaan. 
3. Mengubah spesifikasi teknis 
pekerjaan sesuai dengan 
kebutuhan lapangan. 
4. Mengubah jadwal 
pelaksanaan. 
Ruang lingkup perubahan 
seperti di atas tidak bersifat 
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limitatif (terbatas). Dengan 
demikian masih dimungkinkan 
untuk melakukan perubahan yang 
ruang lingkupnya di luar empat 
hal tersebut. Perubahan kontrak 
hanya berlaku untuk pekerjaan 
yang menggunakan kontrak 
harga satuan atau bagian 
pekerjaan yang menggunakan 
harga satuan dari kontrak 
gabungan lumpsum dan harga 
satuan. Menyangkut perubahan 
harga ditentukan bahwa 
pekerjaan tambah tidak boleh 
melebihi 10% dari harga yang 
tercantum dalam kontrak awal. 
Sedangkan perintah pekerjaan 
dibuat oleh PPK secara tertulis 
kepada penyedia barang dan jasa 
dan ditindaklanjuti dengan 
negosiasi teknis dan harga 
dengan tetap mengacu pada 
ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam kontrak. Hasil 
negosiasi selanjutnya dituangkan 
dalam berita acara sebagai dasar 
penyusunan addendum kontrak. 
Berdasarkan pembahasan 
di atas penulis menyimpulkan 
bahwa status hukum pelaksanaan 
addendum terhadap kontrak lump 
sum yang sudah berjalan dapat 
dilakukan perubahan apabila 
terdapat perbedaan antara kondisi 
lapangan pada saat pelaksanaan 
dengan gambar dan atau 
spesifikasi teknis yang ditentukan 
dalam dokumen kontrak. Selama 
perubahan yang akan dilakukan 
tidak melebihi 10% dari harga 
kontrak yang tercantum dalam 
perjanjian atau kontrak awal 
selain itu harus ada kesepakatan 
antara penyedia barang/jasa 
dengan PPK ( Pejabat Pembuat 
Komitmen ). 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Keabsahan hukum kontrak 
lump sum dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 
dalam bidang kontruksi 
sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata merupakan hal 
pokok dalam hukum kontrak. 
selain itu dalam pelaksanaann 
isi kontrak, yakni hak dan 
kewajiban para pihak yang 
berkontrak hanya dapat 
dituntut oleh pihak yang 
berkontrak. apabila kontrak 
yang dibuat itu sah menurut 
hukum. Selain itu kontrak 
yang sah tidak bisa diubah 
atau dibatalkan secara 
sepihak.  
2. Status hukum pelaksanaan 
addendum terhadap kontrak 
lump sum yang sudah 
berjalan dapat dilakukan 
perubahan apabila terdapat 
perbedaan antara kondisi 
lapangan pada saat 
pelaksanaan dengan gambar 
dan atau spesifikasi teknis 
yang ditentukan dalam 
dokumen kontrak. Selama 
perubahan yang akan 
dilakukan tidak melebihi 10% 
dari harga kontrak yang 
tercantum dalam perjanjian 
atau kontrak awal selain itu 
harus ada kesepakatan antara 
penyedia barang/jasa dengan 
PPK. 
B.  Saran  
1. Pemerintah seyogiyanya 
memikirkan kembali jika 
hendak membuat kontrak 
pengadaan barang dan jasa 
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kontruksi menggunakan 
kontrak Lump sum karena 
menurut penulis kontrak 
lumpsum tidak sesuai apabila 
digunakan dalam barang dan 
jasa kontruksi, karena jika 
ada perubahan berupa 
pengurangan maupun 
penambahan isi kontrak harus 
dilakukan addendum kontrak 
yang dilakukan oleh Pejabat 
Pembuat komitmen dengan 
penyedia jasa dan pastinya 
harus ada kesepakatan kedua 
belah pihak atas addendum 
kontrak tersebut. dan bisa 
menimbulkan kerugiaan. 
Lebih baik jika Pemerintah 
mengunakan kontrak 
gabungan antara kontrak 
lump sum dan kontrak harga 
satuan untuk mengurangi 
angka kerugian Negara. 
Menurut penulis sebaiknya 
Kontrak apapun yang akan 
digunakan dalam pengadaan 
barang dan jasa Pemerintah 
di Indonesia sebaiknya 
dirumuskan sebaik-baiknya 
terlebih dahulu agar 
pelaksanaan kontrak 
pengadaan barang dan jasa 
Pemerintah  mencapai hasil 
yang diinginkan dan optimal. 
2. Sebaiknya sebelum pekerjaan 
berjalan ada baiknya PPK ( 
Pejabat Pembuat Komitmen) 
dan Penyedia barang dan jasa 
meninjau kondisi lapangan 
terlebih dahulu untuk 
menyesuaikan gambar dan 
spesifikasi teknis agar tidak 
ada kekeliruan dalam 
perencanaan dalam isi 
kontrak. Karena jika ada 
perubahan atau penambahan  
maka perubahan tersebut 
tidak dapat melebihi 10% 
dari harga kontrak awal. 
Addendum tetap dapat 
dilakukan sepanjang ada 
kesepakatan dari para pihak 
di dalam kontrak atau 
perjanjian dengan mengacu 
pada ketentuan Pasal 132 
KUHPerdata. 
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